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ABSTRAK 

Perbankan Syariah merupakan salah satu lembaga yang melakukan 

penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa jasa perbankan lainnya. Dalam 

proses menjalankan fungsinya Bank memiliki berbagai risiko, risiko yang 

biasanya muncul dalam pelaksanaan pembiayaan adalah risiko yang terkait 

dengan pembayaran, dengan kata lain nasabah tidak bisa melunasi pembayaran 

ketika jatuh tempo yang disebut pembiayaan bermasalah. 

Untuk mengatasi risiko pembiayaan bermasalah tersebut bank dapat 

melaksanakan langkah-langkah supaya modal pokok yang dikeluarkan atau 

keuntungannya dapat kembali lagi yaitu demgan cara melakukan rescheduling 

terhadap pembiayaan yang bermasalah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas 

rescheduling dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan 

Rakyat  Syariah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif analisis 

kualitatif yaitu dengan hasil wawancara kepala cabang BPRS Al-Salaam Jakarta 

Selatan dan mengumpulkan data dari literatur, artikel, jurnal serta situs di internet 

yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. 

Hasil penelitian ini menunjukan reschedule pada nasabah yang mengalami 

permasalahan kredit macet dapat menjadi solusi bagi nasabah dan pihak BPRS, 

karena dengan melakukan reschedule tersebut bank mengetahui tentang 

kemampuan nasabahnya tersebut dalam membayar bebannya terhadap BPRS, 

sehingga dapat menjadi solusi bagi kedua belah pihak. 

  

Kata Kunci: Efektifitas, Rescheduling, Pembiayaan Bermasalah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

F. Latar Belakang Masalah 

Perbankan syariah adalah elemen penting dalam pembangunan suatu 

Negara. Pengertian perbankan secara teknis yuridis, yaitu sebagai badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
1
 

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 

2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalakan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenis terdiri atas Bank 

Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS).
2
 

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang tentang 

Perbankan Syariah, Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam 

kegiatanperbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

                                                             
1
 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), Cetakan 

1, h. 2  
2
 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33 



2 

 

 
 

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip 

perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan 

ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam 

berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. 

Ketentuan mengenai riba terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 

275
3
 yang berbunyi : 

 

Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama 

dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 

terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah 

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS. Al-Baqarah: 275) 

                                                             
3
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Penerjemah : Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah/Penafsir  Al-Qur’an, Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf 

Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta : Cahaya Qur’an, 2011), h. 70. 



3 

 

 
 

 

Fungsi bank syariah ialah sebagai perantara masyarakat yang memilki 

dana lebih terhadap masyarakat yang memiliki dana kurang, salah satunya 

yaitu penyaluran dana (landing). Oleh karena itu bank syariah memiliki produk 

pembiayaan, yang dimana produk ini dapat menyalurkan dana kepada 

masyarakat yang membutuhkan.  

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, 

baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah 

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan.
4
 

Dengan adanya kegiatan pembiayaan pada lembaga perbankan baik 

bank konvensional maupun bank syariah memberikan kemudahan kepada 

masyarakat yang ingin menjalankan suatu usaha yang terhalang dalam masalah 

dana, sehingga bisa mendapatkan akses pinjaman dana dari bank, tentunya 

dengan perhitungan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank. Kegiatan 

pembiayaan ini tidak hanya dilakukan oleh bank konvensional pada umumnya, 

namun juga oleh bank syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai bentuk dari kegiatan penyaluran 

dana terhadap masyarakat 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

                                                             
4
 M. Nur Rianto Al Ariif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 

2010),  h. 42. 
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kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak 

dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu 

lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan 

dana dan penyaluran dana.
5
 Undang-Undang  Nomer 21 Tahun 2008 menyebut 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yaitu bank syariah yang dalam 

kegiatanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6
   

Kehadiran BPRS diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat 

Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Hal ini disebabkan yang 

menjadi sasaran utama dari BPRS adalah umat Islam yang berada di pedesaan 

dan tingkat kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut pada 

umumnya termasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah. Kehadiran 

BPRS bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha 

masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya bisa 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. 
7
 

Terdapat banyak BPRS di Indonesia, salah satunya yaitu BPRS Al-

Salaam Cabang Jakarta Selatan yang beralamat di Jl. Kyai maja no.55 C, 

Mayestik,Kebayoran Baru Jakarta Selatan, RT.4/RW.1 BPRS Al-Salaam 

merupakan suatu tempat usaha mandiri terpadu yang memberi dukungan 

terhadap kegiatan perekonomian bagi masyarakat. 

Di BPRS Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan terdapat produk yang 

dominan atau yang banyak dimanfaatkan oleh nasabah yaitu produk 

                                                             
5
 Ibid, h. 54 

6
 Khotibul Umam, Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan ImplementasI, (Yogyakarta: BPFE, 2009), h. 41 
7
 Djazuli. A dan Yadi Janwari, Lembaga -Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah 

Pengenalan), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),  Cetakan ke-1, h. 109 
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penyaluran dana. Dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran dana, Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki berbagai risiko, risiko yang biasanya 

muncul dalam pelaksanaan pembiayaan adalah risiko yang terkait dengan 

pembayaran, dengan kata lain nasabah tidak bisa melunasi pembayaran ketika 

jatuh tempo yang disebut pembiayaan bermasalah. 

Penyebab pembiayaan bermasalah di BPRS Al-Salaam disebabkan 

oleh beberapa faktor yaitu, karena disengaja atau berbohong, dan karena 

bangkrut. Artinya bahwa nasabah benar-benar tidak mampu untuk membayar 

kepada bank.
8
 Keadaan ini akan berdampak pada bank, yaitu bank harus 

menanggung risiko dalam hal ini adalah risiko pembiayaan. Inilah salah satu 

risiko dalam perbankan yang dikenal dengan nama pembiayaan bermasalah. 

Risiko pembiayaan adalah risiko dimana bank tidak memperoleh kembali 

cicilan pokok dan atau keuntungan dari pinjaman atau investasi yang 

dilakukannya. 

Untuk mengatasi risiko pembiayaan bermasalah tersebut bank dapat 

melaksanakan langkah-langkah supaya modal pokok yang dikeluarkan 

dan/atau keuntungannya dapat kembali lagi. Salah satu langkah yang dapat 

ditempuh oleh BPRS Al-Salaam dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, 

pembiayaan yang telah dikeluarkannya dapat kembali yaitu dengan cara 

melakukan rescheduling terhadap pembiayaan bermasalah tersebut. 

                                                             
8
 Irfan Alhar, Wawancara Pribadi Dengan Pegawai BPRS Al-Salaam Cabang Ciputat, 10 

Oktober 2017. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik membahas 

”Efektifitas Rescheduling dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di 

BPRS Al-Salaam” 

 

G. Fokus dan Subfokus 

Masalah yang dapat difokuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembiayaan bermasalah di BPRS Al-Salaam ? 

2. Apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut ? 

3. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah ? 

4. Apakah rescheduling cukup efektif dalam menangani pembiyaan 

bermasalah ? 

 

H. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah terkait fokus dan subfokus di atas, maka rumusan 

masalahnya adalah, bagaimana efektifitas rescheduling dalam menangani 

pembiayaan bermasalah di BPRS Al-Salaam ?  

 

I. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran yang berguna dan bermanfaat terhadap kajianilmu  perbankan, 
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sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan penelitian 

perbankan dimasa yang datang.  

2. Kegunaan  praktis 

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi PT. 

Bank Pembiayaan Syariah Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan dalam hal 

penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan Rescheduling. 

 

J. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori, kerangka berpikir, dan pertanyaan 

penelitian, bab ini memuat landasan teori tentang rescheduling dan 

pembiayaan bermasalah. 

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini memuat tujuan penelitian, 

tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini terdapat profil 

perusahaan, deskripsi objek penelitian, dan akan diperoleh hasil dari penelitian 

berdasarkan pada analisis yang akan dilakukan 

Bab V Penutup, Bab ini  berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan 

dan saran dari hasil penutup. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

C. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian 

1. Efektivitas  

a. Pengertian efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata efektif, menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia  (KBBI), efektivitas atau efektif mempunyai arti 

efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Selain itu, menurut 

pendapat para ahli mengenai efektivitas itu sendiri beraneka ragam, 

sebagai berikut: 

Menurut Siagaan, efektivitas memiliki arti yaitu menekankan 

pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat bagaimana 

cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara 

input dan outputnya.
9
  

Selain itu efektivitas juga dapat dikatakan suatu pencapaian 

sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama, dengan kata lain 

tercapainya sebuah keberhasilan yang telah ditetapkan. Efektivitas 

selalu berkaitan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang 

dicapai. 

Suatu organisasi dinilai mencapai efektivitas tinggi bila bebas 

dari karakteristik ketidakefektivan. Model ketidakefektivan paling 

                                                             
9
 Siagian Sondang. P, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta, Bumi Aksara, 2001), h. 

24 
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cocok bila kriteria efektivitas tidak dapat diidentifikasi atau tidak 

dapat disetujui bersama dan bila ada kebutuhan untuk 

mengembangkan secara sistematik strategi-strategi pengembangan 

organisasi. 

Sesuatu yang dikatakan efektif apabila tujuan dapat dicapai 

sesuai dengan yang diharapkan, pandangan ini menurut Sadianingsih, 

efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang tepat ialah bagaimana 

agar tepat sasaran, sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai. 

Kata tercapai sama dengan berhasil. 

Setiap pekerjaan dapat dikatakan efektif ditentukan oleh 

pencapaian sasaran yang ditetapkan dan dengan menggunakan waktu 

yang dicapai. Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam 

bentuk target, tataran jangka panjang maupun misi organisasi 

merupakan jabaran definisi efektivitas.
10

 

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen 

Kinerja Sektor Publik mendefinisikan pengertian dari pada efektivitas 

merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar 

kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka 

semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.
11

 

Sedangkan makna efektivitas dari Serian Wijato menekankan 

pada suatu indikator-indikator keberhasilan suatu organisasi dalam 

                                                             
10

 Ratmintio dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, disertai dengan 

pengembangan model konseptual, penerapan citizen’s character dan standar pelayanan minimal, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 179 
11

 Mahmudi, Manajemen Sektor Publik, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 92 
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mencapai tujuanya. Namun efektivitas tidak memperhatikan biaya 

yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. 

Berapapun biaya yang telah dikeluarkan suatu perusahaan jika 

mencapai tujuanya, maka dikatakan efektif.
12

 

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa efektivitas adalah 

seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai out put yang 

diharapkan dari sejumlah input. Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan 

dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan. 

b. Ukuran Efektivitas 

Efektivitas erat kaitanya dengan sebuah organisasi. Organisasi 

dalam mencapai tujuanya berdasarkan kepada langkah-langkah atau 

program yang telah ditentukan. Program tersebut dapat dikatakan 

berhasil apabila telah sesuai dengan visi dan misi dari organisasi. 

Antara penyusunan program kepada pencapaian visi dan misi dapat 

dikatakan efektif. Efektivitas pelaksanaan program yang dilakukan 

kepada masyarakat dapat terwujud apabila ada beberapa indikator, 

dimana efektivitas suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari 

beberapa kriteria yang terpenuhi yaitu:
13

 

1) Input, merupakan dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau 

dilaksanakan berdasarkan apa yang telah direncanakan yang 

berpengaruh pada hasil. 
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 Serian Wijatno, Pengantar Entrepreneurship, (Jakarta: PT. Grasindo, 2009), h. 279 
13

 Sedarmayati, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, (Bandung: CV Mndar 

Maju, 2009), h. 60 
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2) Proses, efektivitas dapat diwujudkan apabila memperlihatkan 

proses produksi yang mempunyai kualitas karena dapat 

berpengaruh pada kualitas hasil yang akan dicapai secara 

keseluruhan. Proses produksi menggambarkan bagaimana proses 

pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh terhadap hasil. 

3) Hasil, berupa kuantitas atau bentuk fisik dari kerja kelompok atau 

organisasi, hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan 

antara pemasukan dan pengeluaran. 

4) Produktivitas, adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan 

hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan 

sumber daya secara efisien, produktivitas berpengaruh pada 

efektivitas yang berorientasi pada keluaran atau hasil. Produktivitas 

mencakup pendidikan, motivasi dan pendapatan.  

2. Rescheduling 

a. Pengertian Rescheduling 

Reschedule adalah penjadwalan kembali jangka waktu angsuran 

serta memperkecil jumlah angsuran.
14

 Rescheduling merupakan upaya 

yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan 

membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan 

kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki 

                                                             
14

 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP 

YKPN, 2005), h. 268 
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kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga 

dengan jadwal yang telah diperjanjikan.
15

 

Rescheduling ialah upaya penyelamatan kredit dengan 

melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan 

dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk 

grace period baik termasuk besarnya jumlah angsuran maupun tidak. 

Rescheduling adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara 

memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran.
16

 

Menurut Zainal Asikin kebijakan dalam penyelamatan pembiayaan 

dilakukan melalui rescheduling, yaitu upaya dalam melakukan 

perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan, seperti 

jadwal pembayaran kembali dan perubahan jumlah angsuran.
17

 

Sedangkan menurut PBI (Peraturan Bank Syariah) nomor 

13/9/PBI/2011 perubahan atas PBI nomor 10/18/PBI/2008 adalah 

perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu.
18

 

Selaras dengan definisi diatas maka SEBI (Surat Edaran Bank 

Syarah) nomor 10/34/DPbS adalah salah satu upaya untuk 

meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan 

                                                             
15

 Ismail, Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010), h. 128 
16

 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 149 
17

 Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 

h. 200 
18

Bank Indinesia, PBI nomer 13/9/2011, perubahan atas PBI 10/18/PBI/2008, dalam 

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1B06CC9D-89F9-4944-9544-

1BCE33A85/22148/pbi_130912.pdf, (02 januari 2017) 

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1B06CC9D-89F9-4944-9544-1BCE33A85/22148/pbi_130912.pdf
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1B06CC9D-89F9-4944-9544-1BCE33A85/22148/pbi_130912.pdf
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bermasalah dengan cara melakukan perubahan atas jadwal pembayaran 

kewajiban nasabah dan jangka waktunya.
19

 

Akan tetapi, bank juga memilki hak untuk menentukan layak 

atau tidaknya debitur penerima reschedule kredit atau bagian dari upaya 

restrukturisasi kredit ini, dimana debitur yang layak menerima 

rescheduling harus memenuhi kriteria:
20

 

1) Debitur mengalami kesulitan  pembayaran pokok atau bunga kredit 

2) Debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai 

mampu membayar kewajiban setelah rescheduling dilakukan. 

Prospek usaha dan kemampuan membayar tersebut akan dianalisis 

berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar 

sesuai proyeksi arus kas serta harus diputuskan oleh pejabat Bank 

yang lebih tinggi jabatannya dari pihak yang memutuskan kredit 

yang di-reschedule dan apabila pejabat Bank tersebut merupakan 

pejabat tertinggi berdasarkan anggaran dasar bank maka 

keputusan reschedule harus dilakukan oleh pejabat setingkat 

dengan pejabat tersebut. 

Pada praktiknya, setiap bank memiliki ketentuan internal berupa 

standar kebijakan dan standar prosedur yang mengatur 

perihal rescheduling, sehingga segala analisis dan keputusan atas 

persetujuan atau penolakan terhadap rescheduling debitur selain 

                                                             
19

 Bank Indonesia, SEBI Nomer 13/18/DPbS, (20 Maret 2013) (digilib.uinsby.ac.id) 
20

 Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank 

Umum (PBI 14/2012) 
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mengacu pada peraturan perundang-undangan, juga akan mengacu pada 

ketentuan internal tersebut. 

b. Dasar Hukum 

Reschedule berarti bank memberikan keringanan kepada 

nasabah dalam mengangsur kewajibanya kepada bank, hal ini sesuai 

dengan ajaran islam bahwa jika seseorang yang mempunyai hutang dan 

dalam kesulitan maka kewajiban orang yang memberi hutang untuk 

menunggu sampai ia mampu kembalikan. 

 

Artinya : dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka 

berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan 

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 

mengetahui. (QS. Al-Baqarah:280)
21

 

 

Ayat diatas dengan jelas memerintahkan bahwa terhadap orang 

yang mempunyai hutang dan telah jatuh tempo tetapi dalam keadaan 

kesukaran, maka berilah waktu kepadanya sampai ia dapat 

mengembalikan hutangnya. 

Selain itu, terdapat peraturan yang mengatur mengenai 

reschedule seperti: 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Penerjemah : Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah/Penafsir  Al-Qur’an, Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf 
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1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/2012 tentang penilaian 

kualitas aset bank umum 

2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2015 tentang 

ketentuan kehati-hatian dalam rangka stimulus perekonomian 

nasional bagi bank umum. 

3) Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP tentang penilaian 

kualitas aset bank umum. 

c. Mekanisme Rescheduling 

Rescheduling dilakukan dengan cara memperpanjang jangka 

waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur 

diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, baik dalam 

jangka waktu pelunasan bunga maupun pelunasan utang pokok, 

sehingga debitur mempunyai waktu untuk membayar kreditnya. 

Misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu 

tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk 

mengembalikannya. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya 

diperpanjang pembayarannya sebagai contoh dari 36 kali menjadi 48 

kali angsuran dan hal ini tentu saja mempengaruhi jumlah angsuran 

yang harus dibayar, dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi 

lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
22
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 Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: PT. Raja 
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Dalam pelaksanaan rescheduling terdapat beberapa kebijakan 

dan prosedur yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
23

 

1) Penetapan satuan kerja khusus untuk menangani rescheduling 

pembiayaan 

2) Penetapan limit kewenangan memutus pembiayaan yang 

direscheduling 

3) Kriteria pembiayaan yang dapat direscheduling 

4) Sistem dan Standard Procedure Rescheduling pembiayaan, termasuk 

penetapan penyerahan pembiayaan yang akan direscheduling kepada 

satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah 

berhasil direscheduling kepada satuan kerja pengelola pembiayaan. 

5) Sistem informasi manajemen pembiayaan yang direscheduling 

6) Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan rescheduling pembiayaan 

terhadap pembiayaan yang tergolong non-lancar (kurang lancar, 

diragukan dan macet). batas jumlah maksimal dimaksud berlaku 

untuk keseluruhan pelaksanaan rescheduling pembiayaan dengan 

kolektibilitas non-lancar bukan untuk masing-masing kolektibilitas 

dari pembiayaan non-lancar. 

7) Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) 

melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur 

rescheduling pembiayaan apabila berdasarkan hasil analisis Bank 

Indonesia, kebijakan dan prosedur tersebut dinilai kurang 

                                                             
23

  Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia Pistaka 2010), h. 459 
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memperhatikan prinsip kehati-hatian atau tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Rescheduling di BPRS Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan 

merupakan salah satu dari beberapa metode untuk menyelesaikan 

ataupun mengatasi pembiayaan bermasalah. 

d. Kriteria Rescheduling 

Pembiayaan yang akan direschedule di analisis dengan 

memperhatikan beberapa hal berdasarkan: 

1) Prospek usaha nasabah atau kemampuan membayar sesuai proyeksi 

arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif 

2) Kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah 

yang memenuhi kriteria.
24

 

Bank dapat melakukan reschedule pembiayaan terhadap 

nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran 

2) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi 

kewajiban setelah reschedule. 

Rescheduling untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat 

dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran 
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2) Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan 

mampu memenuhi kewajiban setelah reschedule. 

Rescheduling pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan 

bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. 

Disamping 2 kriteria di atas maka bank syariah akan melakukan 

penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya reschedule apabila 

nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak 

kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan 

tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat 

diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, 

maka bank akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan 

bermasalah.
25

 

3. Pembiayaan 

a. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, 

yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang 

telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh 

orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk 

mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan 

seperti bank syariah kepada nasabah.
26
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 Usanti, Trisadini Prasastinah, Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, dalam 
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Sedangkan pembiayaan menurut syariah adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, dengen itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau 

lembaga keuangan lainya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan bagi hasil.
27

 

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah atau lembaga 

syariah lainya melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi 

karna prinsip yang dilakukan adalah prinsip penanaman dana atau 

penyertaan dana, keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada 

kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan 

nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya.
28

 

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian I belive, I 

trust, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. 

Perkataan pembiayaan artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank 

menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah 

yang diberikan oleh bank sebagai shahibul maal. Dana tersebut harus 

digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan 

syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah 

pihak.
29
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Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan Syariah pasal 1 poin 25, pembiayaan adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu: 

1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah 

2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli 

dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik 

3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 

istishna 

4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh 

5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 

syariah atau unit usaha syariah dan pihak lainya yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan 

dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalah ujrah, 

tanpa imbalan, atau bagi hasil. 

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank Syariah 

dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, 

atau bagihasil.
30

 

Sedangkan menurut ketentuan Bank Indonesia adalah 

penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing 
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dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, 

penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, 

komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat 

wadiah Bank Indonesia.
31

 

b. Unsur-unsur Pembiayaan 

Setiap pemberian pembiayaan sebenarnya jika dijabarkan secara 

mendalam mengandung beberapa arti. Sehingga, jika berbicara 

tentang pembiayaan maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang 

ada di dalamnya. Yang meliputi:
32

 

1) Kepercayaan, yaitu diberikan kepada debitur baik dalam bentuk 

uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat diterima kembali 

oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

2) Kesepakatan, yaitu kesepakatan ini dituangkan dalam satu 

perjanjian dima namasing-masing pihak mendatangi hak dan 

kewajiban. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam 

akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, 

yaitu bank dengan nasabah. 

3) Jangka waktu, yaitu setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai 

jangka waktu masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Jangka 

waktu ini mencakup waktu pengambilan pembiayaan yang telah 

disepakati. Semua pembiayaan pasti memiliki jangka waktu. 
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4) Risiko, yaitu dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan 

atau nasabah bank tidak selamanya mendapatkan keuntungan, bank 

juga bisa mendapatkan kerugian. Seperti ketika terjadi penggunaan 

dana yang tidak sesuai di dalam kontrak atau akad, lalai dan 

kesalahan yang disengaja maupun menyembunyikan keuntungan 

oleh nasabah. 

5) Balas jasa, yaitu keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau 

jasa yang dikenali dengan bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi 

hasil dan biaya administrasi merupakan keuntungan bank. 

c. Proses Pengajuan Pembiayaan 

Salah satu aspek terpenting dalam perbankan syariah adalah 

proses pembiayaan yang sehat yaitu pembiayaan yang berimplikasi 

pada investasi yang halal dan baik serta menghasilkan return 

sebagaimana yang diharapkan, atau bahkan lebih, berimplikasi pada 

kondisi bank yang sehat serta berimplikasi pada peningkatan kinerja 

sektor riil yang dibiayai.
33

 

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank Islam harus memenuhi 

aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti harus 

berpedoman pada syariat Islam, aspek ekonomi berarti harus 

mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank maupun 

nasabah. 
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Dalam bank syariah proses pembiayaan memiliki tahapan-

tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu:
34

 

1) Permohonan pembiayaan 

Tahap awal dari proses pembiayaan adalah permohonan 

pembiayaan yang dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada 

officer bank, namun implemntasinya di bank syariah, permohonan 

bisa dilakukan secara lisan terlebih dahulu, kemudian ditindak 

lanjuti dengan permohonan tertulis. Inisiatif pengajuan pembiayaan 

biasanya datang dari nasabah yang membutuhkan dana namun pada 

perkembanganya inisiatif tersebut dapat muncul dari officer bank 

yang mampu menangkap peluang usaha tertentu. 

2) Pengumpulan data dan investigasi 

Data yang dibutuhhkan oleh officer bank didasari pada kebutuhan 

dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang 

diperlukan adalah data yang menggambarkan kemampuan nasabah 

untuk membayar pembiayaan dari penghasillan tetapnya. 

Sedangkan untuk pembiayaan produktif, data yang diperlukan 

adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha 

nasabah untuk melunasi pembiayaan. Data yang diperlukan antara 

lain:
35

 

Calon nasabah adalah perorangan 
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a) Legalitas usaha 

b) Kartu identitas calon nasabah dan istri: Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) atau passport 

c) Kartu Keluarga dan Surat Nikah 

d) Laporan keuangan 2 tahun terakhir 

e) Past performance 1 tahun terakhir 

f) Bussness plan 

g) Data objek pembiayaan 

h) Data jaminan 

Calon nasabah badan Hukum 

a) Akta pendirian usaha berikut perubahanya yang sesuai dengan 

ketentuan pemerintah 

b) Legalitas usaha 

c) Identitas pengurus 

d) Laporan keuangan 2 tahun terakhir 

e) Past performance 1 tahun terakhir  

f) Business plan 

g) Data objek pembiayaan 

h) Data jaminan 

Untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh, officer 

bank dapat melakukan investigasi antara lain melakukan kunjungan 

langsung ke lapangan dan wawancara yang dapat dilakuukan 

berkali-kali untuk meyakini data yang diberikan nasabah. 
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Investigasi juga dapat dilakukan terhadap nasabah yang 

bersangkutan ataupun pihak lainya yang terkait, seperti rekan bisnis 

calon nasabah.
36

 

3) Analisis Pembiayaan 

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka pihak bank 

harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang 

diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh 

dari hasil penilaian atau analisa pembiayaan sebelum pembiayaan 

tersebut diberikan. Penilaian atau analisa pembiayaan oleh pihak 

bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan 

keyakinan tentang nasabahnya.
37

 

Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode 

sesuai kebijakan bank. Dalam berbagai kasus seringkali digunakan 

metode analisis 5C, yang meliputi:
38

 

a) Character (karakter) 

Analisis ini merupakan analisis kualitatif yang tidak dapat 

dideteksi secata numerik, namun merupakan pintu gerbang 

utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam 

penilaian karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada 

kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad 

buruk. 
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b) Capacity (kapasitas) 

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk 

memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis,karena 

watak yang baik saja tidak menjamin seseorang mampu untuk 

berbisnis dengan baik. Untuk perseorangan, dapat terindikasi 

dari refrensi yang dimilikinya, yang dapat menggambarkan 

pengalaman bisnis yang bersangkutan. 

Untuk perusahaan dapat terlihat dari laporan keuangan dan  

pastperformance usaha untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan memenuhi semua kewajiban termasuk pembayaran 

pelunasan pembiayaan.
39

 

Untuk mengetahui kapasitas nasabah, bank harus 

memperhatikan: 

(1) Angka-angka hasil produksi  

(2) Angka-angka penjualan dan pembelian 

(3) Perhitungan laba rugi perusahaan saatini dan proyeksinya 

(4) Data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang 

tercermin dalam neraca laporan keuangan 

c) Capital (Modal) 
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Analisis modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri.
40

 

Melakukan analisis rasio untuk mengetahui likuiditas, 

solvabilitas dan rentabilitas dari perusahaan tersebut. Untuk 

pembiayaan konsumtif, hal ini dapat tercermin dari uang muka 

yang sanggup dibayar oleh calon nasabah. 

d) Conditional (Kondisi) 

Analisis diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung 

maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon 

nasabah.  

e) Collateral (Jaminan) 

Analisis ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan oleh 

nasabah. Jaminan dimaksud harus meng-over risiko bisnis 

calon nasabah.
41

 

4) Persetujuan pembiayaan 

Tahapan demi tahapan dilakukan oleh bank Syariah dalam 

menganalisis kelayakan nasabah dalam mendapatkan pembiayaan, 

mulaidari permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan 

investigasi hingga proses persetujuan pembiayaan. Proses 

persetujuan pembiayaan adalah proses penentuan disetujui atau 

tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses ini bergantung pada 

kebijakan bank, yang disebut dengan komite pembiayaan. 
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5) Pengikatan 

Tindakan yang selanjutnya dilakukan bank adalah proses 

pengikatan. Pengikatan ini meliputi pengikatan pembiayaan dan 

pengikatan jaminan. Secara garis besar, terdapat dua macam 

pengikatan yaitu: 

a) Pengikatan dibawah tangan 

Pengikatan dibawah tangan adalah proses penandatanganan 

akad yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah. 

b) Pengikatan notariel 

Pengikatan notariel adalah proses penandatanganan akad yang 

disaksikan oleh notaris. 

6) Monitoring 

Setelah semua tahapan dilakukan dan dipenuhi maka proses yang 

terakhir dari pembiayaan adalah proses monitoring atau proses 

pemantauan.
42

 

d. Jenis-jenis Pembiayaan 

1) Pembiayaan modal kerja syariah 

Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja 

syariah adalah pembiayaan jangka pendek uang yang diberikan 

kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja 

usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
43
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Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan 

syariah, jenis pembiayaan modal kerja dapat dibagi menjadi lima 

macam, yakni: 

a) Pembiayaan mudharabah 

Mudharabah adalah perjanjian antara peranan dana dan 

pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, 

dengan pembiayaan keuntungan antara kedua belah pihak 

berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 

b) Pembiayaan murabahah 

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, 

dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh 

nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang 

bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin 

atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan 

nasabah.
44

 

c)  Pembiayaan musyarakah 

Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak 

atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing 

pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan 

bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi 

dana atau sesuai kesepakatan bersama. Musyarakah disebut juga 
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dengan syirkah, merupakan aktifitas berserikat dalam 

melaksanakan usaha bersamaantarapihak-pihak yang terkait.
45

 

d) Pembiayaan Istisna 

Pembiayaan atas dasar pesanan, pembiayaan kontruksi atau 

manufaktur merupakan salah satu skim pembiayaan bank 

syariah yang digunakan untuk kasus dimana objek atau barang 

yang diperjual belikan belum ada. Kasus ini sering ditemui pada 

proses pembangunan rumah atau gedung, usaha konfeksi dan 

lain-lain
46

 

e) Pembiayaan Salam 

Bai’ as-salam atau disingkat salam disebut juga dengan salaf 

secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan 

pesanan terlebih dahulu.
47

 Salam ialah pembelian memesan 

barang dengan memberitahukan sifat-sifat serta kualitasnya 

kepada penjual dan setelah ada kesepakatan. Dengan kata lain, 

pembelian barang dengan membayar uang lebih dahulu dan 

barang yang dibeli kemudian diserahkan, artinya penyetoran 

harga baik lunas maupun sebagian harga pembelian sebagai 

bukti kepercayaan.
48
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2) Pembiayaan Investasi 

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah 

untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang  

mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, 

pembiayaan investasi di ditunjukan untuk pendirian perusahaan 

atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi 

mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan 

untuk kelancaran usaha, serta peluasan usaha. Pembiayaan 

investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka 

panjang dan menengah. 

3)  Pembiayaan Konsumtif 

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memberi 

barang-barang untukk keperluan pribai dan tidak untuk keperluan 

usaha.
49

 

Pembiayaan konsumtif dapat dibedakan atas kebutuhan primer 

(pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer bisa 

berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian, maupun berupa 

jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Sedangkan 

kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara 

kualitatif maupun kuantitatif lebih mewah dari kebutuhan primer, 
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baik berupa perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan 

sebagainya.
50

 

4) Pembiayaan Produktif 

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha 

produksi, perdagangan, maupun investasi.
51

 

e. Jaminan Pembiayaan Dalam Perbankan 

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, 

mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan 

sulituntuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. 

Seballiknya, dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat 

setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut. Adapun 

jenis jaminan sebagai berikut:
52

 

1) Jaminan benda berwujud : 

a) Tanah 

b) Bangunan 

c) Kendaraan bermotor 

d) Mesin-mesin atau peralatan 

e) Barang dagangan 

f) Tanaman, kebun, sawah 

g) Dan lainnya 
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2) Jaminan benda tidak berwujud : 

a) Sertifikat saham 

b) Sertifikat obligasi 

c) Sertifikat tanah 

d) Sertifikat deposito 

e) Wesel, dan surat tagihan lainya 

f. Tujuan Pembiayaan 

Secara umum pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu 

untuk tingkat mikro dan untuk tingkat makro. Secara makro dijelaskan 

bahwa pembiayaan bertujuan:
53

 

1) Peningkatan ekonomi umat 

Artinya, masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara 

ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan 

akses ekonomi. 

2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha 

Artinya untik pengembangan usaha membutuhkan dana 

tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas 

pembiayaan, pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak 

yang kekurangan dana, sehingga dapat digulirkan. 

3) Peningkatan produktivitas 
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Artinya, ada pembiayaan yang memberi peluang bagi 

masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya. 

4) Membuka lapangan kerja baru 

Artinya, dengan dibukanya sektor usaha melalui penambahan 

dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap 

tenaga kerja. 

5) Terjadinya distribusi pendapatan 

Artinya, masyarakat usaha produktif mampu melakukan 

aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari 

hasil usahanya.  

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk: 

1) Upaya memaksimalkan laba 

Artinya, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, 

yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha berkeinginan 

untuk memperoleh laba maksimal. Dalam usaha mewujudkan 

usaha tersebut, maka mereka pelu dukungan dana yang cukup. 

2) Upaya meminimalkan risiko 

Artinya, usaha yang dilakukan bisa menghasilkan laba yang 

maksimal, maka salah satu unsurnya ialah dengan cara 

meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan 

modal usaha dapat diperoleh dengan cara pembiayaan. 

3) Pendayagunaan sumber ekonomi 
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Artinya, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan 

melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya 

manusianya ada, namun sumber daya modalnya tidak ada, maka 

dapat dipastikan diperlukan penambahan modal yaitu dengan cara 

pembiayaan. 

4) Penyaluran kelebihan dana 

Artinya, dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang 

memiliki kelebihan sementara dan ada pihak yang kekurangan. 

Dalam kaitanya dengan masalah dana, maka mekanisme 

pembiayaan dapat menjadi  sarana penghubung dalam 

penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang 

kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana. 

5)  Menghindari terjadinya dana menganggur 

Dana yang masuk melalui berbagai rekening pada passive 

bank syariah, harus segera disalurkan dalam bentuk aktiva 

produktif. Sehingga terjadi keseimbangan antara dana yang masuk 

dan dana yang keluar. 

g. Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan 

Ketidak lancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun 

bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas 
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pembiayaan. Secara umum kolektibilitas pembiayaan digolongkan 

menjadi lima macam, yaitu:
54

  

1) Lancar atau kolektibilitas 1, pembiayaan digolongkan lancar 

apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, 

sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan 

keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian 

piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat. 

2) Dalam perhatian khusus atau kolektibilitas 2, pembiayaan 

digolongkan kurang lancarapabila terdapat tunggakan pembayaran 

angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, selalu 

menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, 

dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan 

kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang 

yang tidak prinsipil. 

3) Kurang lancar atau kolektibilitas 3, pembiayaan digolongkan 

kulang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran 

pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 

180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan 

meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap, dan 

pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan 

pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjang 

piutang untuk menyembunyikan esulitan keuangan. 

                                                             
54

 Fathurahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2010), h. 69-71 



37 

 

 
 

4) Diragukan atau kolektibilitas 4, pembiayaan digolongkan 

diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok 

dan atau margin yang tlah melewati 180 hari sampai dengan 270 

hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak 

dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan 

pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil 

terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang. 

5) Macet atau kolektibilitas 5, pembiayaan digolongkan macet apabila 

terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin 

yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang 

dan pengikatan agunan tidak ada. 

Pembiayaan macet merupakan tolak ukur tingkat permasalahan 

pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini 

menunjukan bahwa kualitas pembiayaan tidak sehat. Rasio tersebut 

ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan yang dihadap oleh 

bank syariah, dimana semakin tinggi rasio ini menunjukan kualitas 

bank syariah yang semakin buruk. Nilai rasio ini kemudian 

dibandingkan dengan kriteria kesehatan pembiayaan bermasalah bank 

syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

4. Pembiayaan Bermasalah 

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak 

dijumpai pengertian dari pembiayaan bermasalah. Begitu juga non 

performing financing untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-
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peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia, namun dalam setiap statistik 

perbankan syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah non performing 

financing yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar, mulai dari 

kurang lancar sampai dengan macet.
55

 

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang 

lancar, diragukan dan macet dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam 

neraca.
56

 Pembiayaan bermasalah merupakan keadaan di mana nasabah 

tidak dapat membayar kewajibannya atau mematuhi jadwal pembayaran 

angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang terdapat pada akad 

pembiayaan. Pembiayaan bermasalah ini berdampak pada kerugian bank 

serta menurunnya pendapatan bank.
57

 Pembiayaan Bermasalah adalah 

pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko 

kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam 

memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi 

pembiayaannya. Istilah kredit bermasalah telah digunakan perbankan 

Indonesia sebagai terjemahan problem loon yang merupakan istilah yang 

sudah lazim digunakan di dunia internasional. Istilah lain yang bisa 

dipakai bagi kredit bermasalah adalah Non Performing Loan (NPL).
58
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Kredit pembiayaan bermasalah merupakan kredit yang telah 

disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan angsuran sesuai 

dengan perjanjian yang telah ditetapkan oleh bank dan nasabah. 

a. Timbulnya pembiayaan bermasalah 

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang 

berasal dari debitur, dari kondisi eksternal, bahkan dari bank yang 

memberikan pembiayaan tersebut. Adapun beberapa hal yang menjadi 

penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:
59

 

1) Karena kesalahan bank atau Lembaga keuangan syariah : 

a) Kurang memahami latar belakang calon nasabah 

b) Kurang tajam dalam menganalisis 

c) Kurang lengkap dalam mencantumkan syarat-syarat 

d) Terlalu agresif atau terburu-buru 

e) Kurang pengalaman dalam melaksanakan tugas 

f) Mudah untuk dipengaruhi 

g) Pengikatan agunan kurang sempurna 

h) Adanya kepentingan pribadi pejabat bank 

i) Tidak memiliki kebijakan dalam pembiayaan yang sehat 

j) Sikap terlalu memudahkan 

2) Karena kesalahan nasabah atau mitra pembiayaan 

a) Nasabah kurang kompeten dalam menjalankan usahanya 

b) Nasabah tidak atau kurang pengalaman 
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c) Nasabah tidak jujur 

d) Nasabah serakah 

3) Karena faktor eksternal 

a) Kondisi perekonomian 

b) Perubahan-perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah 

c) Bencana alam. 

b. Dampak Pembiayaan Bermasalah 

Kredit bermasalah akan berdampak negatif  baik bagi kelangsungan 

hidup bank itu sendiri maupun bagi perekonomian  negara. Berikut 

diuraikan dampak pembiayaan bermasalah terhadap bank yaitu:
60

 

1) Likuiditas. Jika kredit yang jatuh tempo aau mulai diwajibkan 

membayar angsuran namun tidak mampu mengangsur karena tidak 

lancar atau bermasalah, maka bank terancam menjadi tidak likuid.  

2) Solvabilitas. Jika bank tidak mampu memenuhi kewajibanya, maka 

berarti solvabilitas bank tersebut berkurang. 

3) Rentabilitas. Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk 

memperoleh penghasilan dari bunga keredit, jika kredit bermasalah 

atau tidak lancar maka penghasilan bank dari bunga tersebut akan 

berkurang. 

4) Biaya-biaya tambahan. Biaya tambahan adalah adanya biaya 

tertentu karna adanya kredit bermasalah, antara lain:  legal chost, 
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administratif cost, opportunity cost, carrying cost, management 

cost. 

5) Profitabilitas. Adalah kemampuan bank untuk memperoleh 

keuntungan, jika kredit tidak lancar maka profitabilitas bank 

menjadi kecil. 

6) Bonafiditas. Adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat 

kepada bank, 

7) Tingkat kesehatan bank. Bank yang dilanda kredit bermasalah bisa 

menurunkan tingkat kesehatan ya. 

8) Modal bank. Jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka modal 

bank juga tidak dapat berkembang dengan baik. 

c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

Dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah, penanganannya 

dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, yaitu sebagai 

berikut:
61

 

1) Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara: 

a) Pemantauan usaha nasabah 

b) Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan 

2) Pembiayaan potensi bermasalah, dilakukan dengan cara: 

a) Pembinaan anggota 

b) Peringatan dengan surat teguran 

c) Kunjungan lapangan oleh sebagian pembiayaan kepada nasabah 
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d) Upaya preventif dengan penanganan rescheduling, yaitu 

penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil 

jumlah angsuran juga dapat dilakukan dengan reconditioning, 

yaitu memperkecil keuntungan atau bagihasil 

3) Pembiayaan kurang lancer, dilakukan dengan cara: 

a) Membuat surat teguran atau peringatan 

b) Kunjungan lapangan oleh sebagian pembiayaan kepada nasabah 

secara lebih bersungguh-sungguh 

c) Upaya penyehatan dengan cara rescheduling 

4) Pembiayaan diragukan dan macet, dilakukan dengan cara: 

a) Dilakukan rescheduling 

b) Dilakukan reconditioning 

c) Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk 

pembiayaan al-qardhul hasan 

d) Dilakukan restructuring, yaitu tindakan bank kepada nasabah 

dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan 

dana atau usaha yang dibiayai masih layak.
62

 

e) Penyitaan jaminan atau agunan yang merupakan jalan terakhir 

apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etikad baik atau 

sudah tidak mampu lagi dalam membayar utang-utangnya.
63

 

D. Hasil Penelitian yang Relevan 
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1. Penelitian dari Reza Yudistira dari Universitas Islam Negri Syarif 

Hidayatullah Jakarta tahun 2011 yang berjudul “Strategi Penyelesaian 

Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri” dari hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah telah 

dilakukan oleh pihak BSM secara maksimal dan prosedural melalui 

tahapan-tahapan yang cukup panjang sesuai dengan perraturan BSM yaitu 

pedoman pelaksanaan pembiayaan PT. Cabang Jati Negara dan  SK  

direksi Bank Indonesia tentang pedoman penyusunan kebijaksanaan 

pembiayaan Bank. Adapun cara penyelesaian dengan cara revitalisasi 

pembiayaan :
64

 

a. Penataan Kembali (Restructuring) 

b. Penjadwalan kembali (Rescheduling) 

c. Persyaratan kembali (Reconditioning) 

2.  Peneliti dari Muhammad Nur Rohman dari Universitas Islam Negri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 yang berjudul “Pelaksanaan Rescheduling 

dan Reconditioning Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Perjanjian 

Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtra Sleman” dari 

hasil penelitian ini menunjukan bahwa BMT Bina Sejahtra lembaga 

keuangan syariah memiliki tujuan untuk memperbaiki dan 

mengembangkan perekonomian masyarakat melalui jasa-jasa pembiayaan. 

Pembiayaan bermasalah yang dilakukan nasabah wanprestasi yang terjadi 

                                                             
64 Reza Yudistira “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah 
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Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011). 
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pada BMT  Bina Sejahtera diselesaikan dengan cara rescheduling dan 

reconditioning.
65

 

3. Penelitian dari Nur Awali Khoirunnisa dari Universitas Islam Negri Sunan 

Ampel Surabaya tahun 2018 yang berjudul “Implementasi rescheduling, 

reconditioning dan rectrturing Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan 

Bermasalah Produk KPR Muamalat iB Pada Bank Muamalat Indonesia 

Kntor Cabang Mas Mansyur Surabaya” dimana rescheduling, 

reconditioning dan rectrturing atau yang dikenal dengan istilah 

restrukturisasi pembiayaan produk KPR Muamalat Ib mengacu pada 

katagori nasabah, diantaranya nasabah berbadan hukum PT atau CV serta 

nasabah perorangan. Pada nasabah PT atau CV rescheduling, 

reconditioning dan rectrturing dilakukan secara bersamaan, sedangkan 

pada nasabah KPR perorangan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan 

oleh bank Muamalat KC Mas Mansyur hanya rescheduling saja, karena 

sesuai dengan kebijakan Bank Muamalat Indonesia.
66

 

3.  Penelitian dari Nurul Hidayah dari Institut Agama Islam Negri Walisongo 

Semarang 2012, yang berjudul “Peran Rescheduling dan Reconditioning 

Dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada KJKS BMT 
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Walisongo Semarang”, penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KJKS 

BMT Walisongo Semarang dilakukan secara bertahap, tahap pertama 

biasanya pihak BMT mengunjungi nasabah atau menghubunginya dengan 

telfon dan dengan cara kekeluargaan. Apabila setelah dilakukan tindakan 

tersebut nasabah masih belum mengangsur pembiayaanya kemudian pihak 

KJKS BMT Walisongo melakukan upaya penyelamatan pembiayaan 

bermasalah melalui proses rescheduling,  reconditioning dan liquidition, 

proses tersebut dilakukan secara bertahap. Penyelesaian pembiayaan 

bermasalah dengan cara menggunakan proses proses rescheduling dan 

reconditioning dapat mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada 

KJKS BMT Walisongo.
67
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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN  

I. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas 

rescheduling dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan 

Rakyat  Syariah.  

 

J. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) Al-

Salaam Cabang Jakarta Selatan, 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama sepuluh hari, mulai dari bulan Maret 

sampai bulan september 2018. 

 

K. Latar Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan yang di fokuskan pada pelaksanaan 

rescheduling dalam menangani pembiayaan bermasalah. 

Selanjutnya penulis memiliki cukup waktu dan dana secara 

proporsional untuk mengadakan penelitian di Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan. Atas dasar itu, penulis berasumsi 

bahwa rescheduling merupakan salah satu solusi penanganan pembiayaan 
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bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam Cabang Jakarta 

Selatan yang dimana harus diketahui keefektifanya. Inilah yang menjadi latar 

penelitian penulis 

. 

L. Metode dan Prosedur Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif di mana 

penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, dengan penyajian data 

empirik hasil pengamatan melalui paparan naratif atau dalam bentuk kata dan 

kalimat (verbal) bukan melalui angka atau bilangan (numerik).
68

 Hasil 

penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif naratif.
69

 

Pendekatan deskriptif ini memusatkan perhatiannya pada fenomena yang 

diselidiki dengan melukiskan dan mengklasifikasikan fakta atau karakterisktik 

subjek secara faktual dan cermat. Data yang diperoleh (berupa kata-kata, 

gambar, dan prilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka 

statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya 

dari sekedar angka atau frekuensi.
70

 

 

M. Data dan Sumber Data 

Sumber data penelitian dapat dibedakan menjadi data primer dan data 

sekunder, yakni : 
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1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data 

yakni Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam Cabang Jakarta 

Selatan. 

2. Data sekunder, merupakan sumber pendukung dan pelengkap data 

penelitian yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah, internet, surat kabar, 

dan bahan pustaka lainnya
71

 

a. Sumber utama 

1) Buku dari Drs. Ismail, MBA., Ak. Tahun 2011 edisi 1, yang berjudul  

“Perbankan Syariah” 

2) Buku dari Sunarto Zulkifli tahun 2003, yang berjudul “Panduan 

Praktis Transaksi Perbankan Syariah” 

3) Buku dari Fathurahman Djamil tahun 2012, yang berjudul 

“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah” 

4) Buku dari Veithzal Rivai, Arvian Arivin tahun 2010, yang berjudul 

“Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi” 

b. Sumber Pendukung 

1) Buku dari Dr. Kasmir , tahun 2014, yang berjudul “Dasar-Dasar 

Perbankan” 

2) Buku dari Muhammad, tahun 2005, yang berjudul “Manajemen 

Pembiayaan Bank Syariah” 

3) Buku dari Muhammad Syafi’i Antonio tahun 2001, yang berjudul 

“Bank Syariah Dari Teori Kepraktek” 
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N. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

melakukan penelitian. Namun dalam penelitian ini penulis hanya 

menggunakan teknik pengumpulan data yang disesuaikan berdasarkan jenis-

jenis data untuk dikumpulkan dalam rangka mencari jawaban atau 

memecahkan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti, 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang 

harus dikumpulkan dalam penelitian.
72

 

2. Wawancara 

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide 

melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topic tertentu.
73

 Dalam hal ini narasumber dalam penelitian ini adalah 

pihak Bank Pembiayaan Syariah yang mengetahui serta professional 

mengenai hal yang diteliti. Penggunaan metode wawancara diharapkan 

mampu mengungkapkan data-data atau informasi yang mendalam terkait 

tentang Efektifitas Rescheduling Dalam Menangani Pembiayaan 

Bermasalah. 

3. Metode dokumentasi 
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Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang
74

. Metode dokumentasi juga dapat dikatakan suatu teknik 

yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani, sumber 

ini terdiri dari dokumen, dan rekaman seperti surat kabar, buku harian, 

naskah pribadi, foto-foto, catatan kasus, dan lain sebagainya.
75

 

Melalui teknik dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data 

yang diperlukan yang ada di lokasi penelitian. 

 

O. Teknik Analisa Data 

Analisis data merupakan cara mengolah data menjadi sebuah informasi 

sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk 

sebuah solusi permasalahan. Atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan dalam 

pengambilan kesimpulan.
76

 

Proses analisis data penelitian kulitatif yang penulis lakukan adalah: 

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari 

wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 

dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.  

2. Reduksi data. Data yang telah dibaca, dipelajari, dan ditelaah tersebut 

mungkin sangat banyak sekali jumlahnya, sehingga memerlukan reduksi 
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(pengurangan, penyusutan, dan penurunan). Ini merupakan usaha membuat 

rangkuman dengan tetap menjaga inti, proses, dan pernyataan-pernyataan 

yang ada.  

3. Menyusun data hasil reduksi ke dalam bentuk narasi.. 

 

P. Validitas Data 

Keabsahan data merupakan konsep yang sangat penting untuk 

memperoleh derajat keabsahan atau validitas yang tinggi. Teknik 

pemeriksaan keabsahan data pada penelitian dilakukan atas dua kriteria, 

yaitu: pertama, melalui ketekunan pengamatan atas perilaku dari individu dan 

organisasi yang tergambar dalam aktivitas yang dilakukan. Selain itu pula, 

ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk menemukan kinerja hasil yang 

dapat ditunjukkan melalui pengamatan terhadap dokumentasi berupa arsip-

arsip tertulis baik berisi informasi materi maupun berisi pesan dan informasi 

umum. 

Pemeriksaan keabsahana atau validitas data dapat dilakukan melalui : 

1. Kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas merupakan penetapan hasil 

penelitian (kualitatif) yang kredibel (dapat dipercaya) dari prespektif 

partisipan dalam penelitian ini. Dari prespektif ini tujuan penelitian adalah 

untuk mendeskrisikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian 

dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang 

dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian. Strategi untuk 
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meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan, pegamatan, 

ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi teman sejawat. 

2. Transferabilitas (keteralihan). Transferabilitas mengacu pada tingkat 

kemampuan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer 

pada konteks yang lain. Dari prespektif kualitatif, transferabilitas 

merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. 

Peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan mendeskripsikan 

konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi senral pada penelitian 

tersebut. Orang yang ingin mentranfer hasil penelitian pada konteks yang 

berbeda, bertanggung jawab untuk membuat keputusan bahwa tranfer 

tersebut logis. 

3. Dependabilitas (kebergantungan). Dependabilitas menekankan perlunya 

peneliti memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian 

yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-

perubahan yang terjadi dalam setting (latar) dan bagaimana perubahan-

perubahan tersebut dapat mempengaruhi pendekatan yang digunakan pada 

penelitian dalam studi tersebut. 

4. Konfirmabilitas (kepastian). Konfirmibilitas atau objektivitas mengacu 

pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang 

lain. Terdapat sejumlah strategi untuk menigkatkan konfirmibilitas. 

Misalnya, peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk memeriksa 

dan memeriksa kembali seluruh data penelitian. Jadi, kriteria kepastian 
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atau objektivitas menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak 

orang.
77
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

D. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian 

1.  Sejarah berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam 

PT BPR Amal Salman yang dikenal dengan BPR Al Salaam, didirikan 

pada tanggal 9 Oktober 1991 atas inisiatif  para alumni Institut Teknologi 

Bandung (ITB) yang aktif di masjid salman. Pada awal tahun didirikanya, 

PT BPR Al-Salaam memiliki modal awal sebesar Rp. 69,800,000 dari 40 

pemegang saham. Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Al Salaam pun 

memiliki tiga prinsip yaitu: 

a. Ekonomi Masyarakat 

Membantu perekonomian masyarakat melalui pelayanan lembaga 

keuangan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. 

b. Islami 

Memberikan pelayanan perbankan yang dijiwai ajaran islam dan 

dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yaitu kesetaraan, 

keterbukaan serta keadilan bagi hasil antara nasabah dan pihak bank. 

c. Kebersamaan 

Pendirian BPRS Al-Salaam juga dimaksudkan untuk turut serta dalam 

tingkat ekonomi menengah ke bawah, BPRS Al-Salaam memiliki 

corak khusus yaitu pelayanan perbankan dengan nafas keislaman, 

berbeda dengan badan usaha swasta lainya. BPRS Al-Salaam 
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berlandaskan kebersamaan yang menjunjung tinggi profesionalisme, 

BPRS Al-Salaam hadir untuk memberikan pelayanan retail banking 

bagi kemajuan bersama, sesuai dengan moto yang digelorakan “maju 

dalam kebersamaan”. 

d. Berbeda dari badan usaha swasta pada umumnya Bank Pembiayaan 

Rakyat Al Salaam merupakan usaha yang berlandaskan kebersamaan  

yang tetap menjunjung tinggi profesionalisme 

Kegiatan oprasional Bank Pembiayaan Rakyat Al Salaam dimulai 

pada tanggal 29 februari 1992 berdasarkan akte No. 30 dari Abdul Latief, 

Notaris di Jakarta, diubah dengan akte No. 14 tanggal 5 Desember 1991 

dari Abdul Latief, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Mentri 

Kehakiman  Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-

7937.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Desember 1991 dan didaftarkan pada 

Kantor Pengadilan Negri di Bogor dibawah No.WB.DH.1.PR.01.10.92 

serta diumumkan dalam tambahan No. 657 dari berita Negara Republik 

Indonesia No.13 tanggal 14 Februari 1992 dan tambahan No.5045 dari 

berita Negara Republik Indonesia No.70 Tanggal 1 September 2000. 

Pada tahun 2003 modal berjalan BPR-Al asalaam mencapai 

1,280,000,000 dari 103 pemegang saham. Untuk mendukung 

pengembangan usaha pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 

2003 telah disetujui  peningkatan modal dasar perseroan dari Rp. 1 milyar 

menjadi RP. 5 milyar, peningkatan tersebut uga telah disetujui secara 
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hukum dengan SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: C-04029 

HT.01.04.TH.2004. 

BPR Al-Salaam bertransformasi menjadi perbankan syariah pada 

tanggal 03 Juli 2006, hal ini terjadi karena adanya aspirasi dan idealisme 

para pemegang saham yang sejak awal pendirian ingin menjadikan BPR 

Al Salaam sebagai lembaga keuangan bagi masyarakat dengan pelayanan 

perbankan yang berazaskan keislaman. Sampai pada tahun 2017 berdirinya 

BPRS Al Salaam dapat memiliki modal berjalan sebesar 40,000,000,000 

dari 155 pemegang saham. 

Sampai saat ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salaam 

memiliki perkembangan yang sangat pesat, bisa dilihat dari modal 

berjalanya ataupun  dari jumlah pemegang sahamnya. 

2. Visi, Misi dan tujuan  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam 

a. Visi 

Menjadi bank pembiayaan rakyat syariah terbaik di Indonesia 

b. Misi  

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang menghasilkan 

produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah dan menciptakan kondisi 

yang kondusif bagi pemerataan pembangunan perekonomian sektoral 

dengan orientasi pengembangan usaha kecil dan menengah menuju 

kesejahteraan bagi stake holder.  
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c. Tujuan 

1) Dengan profesionalisme tinggi berusaha memberikan pelayanan 

kepada nasabah melalui penyediaan jasa keuangan yang optimal 

dalam hal kualitas, kenyamanan, keamanan dan keuntungan dalam hal 

berinvestasi 

2) Memberikan tingkat kesejahtraan yang baik bagi seluruh karyawan 

3) Memberikan hasil yang terbaik bagi stake holder 

3. Prinsip Dasar Syariah dan Fungsi BPRS Al-Salaam 

a. Prinsip Dasar Syariah 

Ada tiga prinsip utama yang akan dilaksanakan dalam BPRS syariah, 

yaitu: 

1) Prinsip kesetaraan antara nasabah dan bank, kedudukan bank tidak 

lebih tinggi dari nasabah. 

2) Prinsip keterbukaan, dimana bank akan dikelola secara terbuka dan 

setiap nasabah (shahibul mal) dapat meminta penjelasan kepada pihak 

bank (mudharib) bagaimana uang dikelola dan disalurkan. 

3) Prinsip keadilan dan berbagi hasil 

b. Fungsi Lembaga 

Sebagaimana bank pada umumnya, BPRS Al-Salaam berfungsi sebagai 

penghimpun dana dan penyaluran dana. Hanya saja dalam proses 

penghimpunan dan penyaluran dana BPRS Al-Salaam mempunyai akad-

akad yang berdasarkan prinsip syariah, seperti: akad mudharabah, akad 
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murabahah, akad musyarakah, akad salam, akad ijarah, akad istishna dan 

lain sebagainya. 

4. Produk-produk  BPRS Al-Salaam 

a. Simulasi online 

1) Simulasi tabungan dan deposito 

2) Simulasi kredit motor syariah 

3) Simulasi kredit pembelian rumah syariah 

4) Simulasi pembiayaan multiguna 

b. Pembiayaan 

1) Pembiayaan kendaraan 

a) Kredit motor syariah 

b) Kredit mobil syariah 

2) Pembiayaan Rumah dan Ruko 

3) Pembiayaan Modal Kerja 

4) Pembiayaan Umum 

5) Pembiayaan Mikro 

a) Pembiayaan Sahabat Al-Salaam iB 

c. Tabungan  

1) iB Amanah  

2) Tabungan iB Amanah Berqurban 

3) Tabernas Platinum 

d. Deposito Syariah Rakyat 

e. Refinancing Syariah Al-Salaam 
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f. Pick up service 

5. Profil BPRS Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah cabang Jakarta Selatan berdiri 

pada tahun 2005, awal kantor cabang Jakarta Selatan terletak di harmoni 

Jakarta Pusat, perkembangan di sana kurang baik, karna melihat 

banyaknya persaingan dari perbankan baik BUMN atau non BUMN. 

Melihat perkembangan cabang Jakarta selatan yang kurang baik di 

Jakarta pusat, maka dilakukan perpindahan kantor cabang pada tahun 

2010 ke Jl. Kyai majja no. 55 C, Mayestik Jakarta Selatan. Dari mulai 

perpindahan kantor cabang pada tahun 2010 sampai saat ini BPRS Al-

Salaam cabang Jakarta Selatan mengalami peningkatan, terutama dari 

segi jumlah nasabah.  

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Al-Salaam Jakarta Selatan 
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E. Temuan Penelitian 

Penulis telah melakukan wawancara dengan pihak Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Al-Salaam pada bulan Maret 2018 dengan Kepala Cabang 

BPRS Al-Salaam Jakarta Selatan yang tentunya berhubungan dengan 

efektifitas rescheduling dalam menangani pembiayaan bermasalah. 

Pada saat wawancara penulis mewawancarai langsung Kepala Cabang 

BPRS Al-Salaam cabang Jakarta selatan Bapak Ahmad Muzzaki. 

Sebelumnya penulis sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang tentunya 

berhubungan dengan “Efektivitas Rescheduling dalam Menangani 

Pembiayaan Bermasalah”  yang melingkupi pembiayaan bermasalah di BPRS 

Al-Salaam, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, starategi 

pembiayaan bermasalah serta seberapa efektif rescheduling dalam 

penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Al-Salaam kantor Cabang 

Jakarta Selatan. 

Metode yang dilakukan oleh penulis dalam berlangsungnya proses 

wawancara yaitu dengan penulis menyampaikan pertanyaan pertama kepada 

narasumber kemudian dijawab langsung oleh narasumber, setelah jawaban 

dari narasumber dirasa sudah cukup barulah penulis menyampaikan 

pertanyaan selanjutnya sampai dengan pertanyaan terakhir. 

Dari hasil wawancara penulis, narasumber menyampaikan beberapa 

produk yang ada di BPRS Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan, diantaranya 

produk modal usaha, produk konsumtif, pembelian sepeda motor, referencing 

(pembiayaan ulang dari nasabah lama), secara keseluruhan pembiayaan yang 



61 

 

 
 

ada di BPRS Al-Salaam ada 8 macam produk pembiayaan, namun tidak 

semua di jual di BPRS Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan, karena melihat 

situasi,  kondisi, dan letak geografis BPRS Al-Salaam Cabang Jakarta 

Selatan. 

Dari empat produk pembiayaan yang ada di BPRS Al-Salaam Cabang 

Jakarta Selatan, produk modal usaha merupakan produk yang paling diminati 

masyarakat khususnya masyarakat Jakarta Selatan, hal tersebut terjadi karna 

penempatan kantor cabang Jakarta selatan cukup strategis. Akan tetapi ada 

juga produk pembiayaan yang bermasalah, menurut narasumber, pembiayaan 

bermasalah sudah pasti ada, karena memang di perbankan merupakan bisnis 

resiko. Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan masyarakat yang 

pertama menghimpun dana masyarakat yang ke dua menyalurkan dana 

kepada masyarakat, adanya risiko karena pihak BPRS Al-Salaam 

memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dan 

melakukan analisis tingkat kemampuan masyarakat pada saat mengajukan 

pembiayaan yang dimana hal tersebut belum cukup menjamin kelancaran 

pembiayaan, karena memang pihak BPRS tidak tahu kondisi keuangan atau 

usaha nasabah kedepanya. 

Produk modal usaha, produk konsumtif dan produk pembiayaan 

sepeda motor itu merupakan produk yang dapat terjadi pembiayaan 

bermasalah, hal tersebut bisa terjadi karena faktor keuangan nasabah itu 

sendiri, seperti penurunan pendapatan usaha, kondisi pasar, Pemberhentian 

Hak Kerja (PHK), dan sebagainya. Maka dari itu BPRS Al-Salam melakukan 
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analisis tingkat kemampuan terhadap nasabah untuk meminimalisir terjadinya 

pembiayaan bermasalah seperti, pekerjaan nasabah, pendapatan nasabah dan 

latar belakang nasabah dalam melakukan peminjaman. 

Data di lapangan menunjukkan bahwa BPRS Al-Salam telah 

melakukan proses rescheduling untuk pembiayaan bermasalah, hal ini 

memperjelas bahwa BPRS Al-Salam serius menangani pembiayaan 

bermasalah dan ini cukup berdampak kepada nasabah yang macet. Akan 

tetapi sebelum melakukan proses reschedule BPRS Al-Salaam menganalisis 

terlebih dahulu bagaimana hal itu bisa terjadi, apakah karena kelalaian 

nasabah, karena gagal bayar, artinya ada tangungan di Bank lain dan itu 

diprioritaskan atau memang karna kondisi keuangan yang mengalami 

penurunan. 

Jika dari hasil analisisnya disebabkan karna kondisi keuangan nasabah 

mengalami penurunan sehingga terjadi, kebangkrutan usaha, PHK, atau 

terkena musibah. Maka sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 280, ketika 

dalam kesusahan kita harus memberi keringanan hutang, yaitu dengan 

memberikan reschedule kepada nasabah yang bermasalah, proses reschedule 

dilakukan guna meringankan beban nasabah dalam membayar kewajibanya 

seperti, penambahan jangka waktu angsuran dengan memperkecil nominal 

bulananya. Akan tetapi ketika nasabah yang bermasalah karena karakter 

artinya tidak bisa melakukan rescheduling, maka dari itu ada tindak lanjut 

berupa interogasi di lapangan mengenai penyebab masalah nasabah dalam 

memenuhi kewajibanya. 
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Bapak Ahmad Muzzaki menyampaikan, dalam kurun beberapa tahun 

terakhir jumlah nasabah yang melakukan reschedule di BPRS Al-salaam 

kurang lebih ada 10 nasabah yaitu dari Produk modal usaha, produk 

konsumtif dan produk pembiayaan sepeda motor  merupakan produk yang 

mengajukan reschedule. Nasabah yang telah melakukan reschedule sejauh ini 

sudah mampu membayar kewajibanya, karna memang reschedule sangat 

membantu nasabah dalam hal meringankan beban pembayaran angsuran. 

Reschedule dapat dikatakan sudah cukup efektif dalam menangani 

pembiayaan bermasalah jika melihat hasil dari penyelesaian pembiayaan 

bermasalah yang dilakukan BPRS Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan. 

F. Pembahasan Temuan Penelitian 

Dari analisis data penulis menyimpulkan bahwa ada 8 produk yang ada di 

BPRS Al-Salam, akan tetapi di cabang Jakarta selatan ini hanya ada beberapa 

produk yang digunakan, karena melihat dari situasi dan kondisi disana yang 

tidak memungkinkan untuk menggunakannya, Sehingga minat 

masyarakatnya pun sangatlah sedikit. 

Adapun produk yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu produk modal 

usaha yang dimana nasabah diberikan pembiayaan oleh bank guna memajukan 

usahanya, produk konsumtif seperti perkreditan sepeda motor sebagai 

pelengkap kebutuhan nasabah, juga refinancing yaitu pembiayaan yang 

dimana nasabah mengajukan pembiayaan dengan adanya jaminan baik berupa 

surat tanah, BPKB dan lain sebagainya. 
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Adapun prosedur yang dilakukan antara nasabah dan bank yaitu 

tergantung pada transaksi yang dilakukan, secara umum BPRS al-Salam 

memberikan ketentuan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), mempunyai 

penghasilan yang dibuktikan dengan bentuk usahanya, rincian pendapatan dan 

pengeluaran nasabah, ataupun dengan membuktikan slip gaji dari perusahaan, 

dengan usia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun. 

Dengan berbagai macam produk yang ditawarkan oleh BPRS Al-Salam, 

ada beberapa transaksi yang mempunyai beberapa kendala dalam melakukan 

pembayaran yang disebabkan karna adanya situasi dan kondisi yang tak 

terduga terlebih pada keadaan situasi keuangan nasabah tersebut. juga adanya 

beberapa nasabah yang mengalami pemberhentian hak kerja (PHK) secara 

tiba-tiba, juga ada sebagian nasabah yang disebabkan usahanya mengalami 

penurunan. Dengan demikian banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya 

kredit macet di BPRS Al-Salam.  

Dalam realitanya ada beberapa produk BPRS al-salam mengalami kredit 

macet seperti pembiayaan modal, produk pembiayaan konsumtif, dan 

pembiayaan pembiayaan refinancing.  

Dalam prosedurnya BPRS Al-Salam melakukan analisis nasabah yang 

dimana dari analisis tersebut akan mempengaruhi kelayakan nasabah dalam 

menerima pembiayaan dari BPRS Al-Salam tersebut. selain melihat dari 

situasi dan kondisi keuangan BPRS Al-Salam juga melakukan analisis 

usahanya, seperti dengan melakukan pengecekkan ke tempat usahanya 

tersebut. 
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Dalam penanganan kredit macet yang dilakukan BPRS Al-Salam pada 

kasus kredit macet di nasabahnya yaitu dengan menganalisis ulang 

nasabahnya baik dari segi usahanya apakah usahanya tersebut mengalami 

penurunan atau memang ada kendala tersendiri dari karakter nasabahnya atau 

mungkin ada tanggungan lain pada nasabah di bank lain. Jika memang 

nasabah tersebut mengalami kredit macet dan benar adanya mengalami 

penurunan penghasilan nasabah maka BPRS Al-salam akan melakukan 

reschedule pada nasabahnya. 

Dalam hal ini dengan melakukan reschedule pada nasabah yang 

mengalami permasalahan kredit macet dapat menjadi solusi bagi nasabah dan 

pihak BPRS, karena dengan melakukan reschedule tersebut bank mengetahui 

tentang kemampuan nasabahnya tersebut dalam membayar bebannya terhadap 

BPRS, sehingga dapat menjadi solusi bagi kedua belah pihak. 

Adapun pelaksanaan reschedule yang dilaklukan oleh BPRS Al-salam 

yakni dengan melakukan pengecekkan terhadap pendapatan nasabah sehingga 

dapat menentukan kemampuan nasabah untuk membayar beban tersebut. 

dengan melakukan pengecekkan tersebut BPRS dapat mencari solusi bagi 

nasabahnya dengan melakukan pemanjangan waktu pembayaran dengan 

nominal yang kecil dari sebelumnya atau sebaliknya. Realitanya dalam 

beberapa tahun terakhir ada sekitar 10 nasabah yang mengalami kredit macet. 

Adapun dampak positif yang didapat dari melakukan reschedule ini adalah 

nasabah sudah mampu membayar kewajibannya. Karena dengan adanya 
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reschedule ini dapat meringankan beban nasabah tersebut tanpa adanya rasa 

khawatir dan dengan tidak adanya bunga atau tambahan lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

C. Kesimpulan 

Pembiayaan bermasalah di BPRS Al salam terjadi karena beberapa 

faktor yaitu faktor keuangan nasabah, seperti penurunan pendapatan usaha, 

kondisi pasar, pemberhentian hak kerja dan sebagainya. Untuk menangani 

pembiayaan bermasalah BPRS Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan telah 

melakukan proses rescheduling. 

Rescheduling dalam menangani pembiayaan bermasalah di BPRS Al-

Salaam Cabang Jakarta Selatan sudah cukup efektif, karena dengan adanya 

rescheduling dapat memberikan dampak positif yaitu, nasabah sudah mampu 

kembali membayar kewajibanya. Karena dengan adanya rescheduling dapat 

meringankan beban pembayaran angsuran nasabah tersebut tanpa adanya rasa 

khawatir dan dengan tidak adanya bunga atau tambahan lainya. 
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D. Saran 

1. Dihimbau agar lebih teliti dan selektif dalam memberikan pembiayaan 

kepada nasabah, baik dari analisis tingkat kemampuan nasabah ataupun 

persyaratan nasabah. 

2. Dihimbau agar BPRS dapat memberi kesempatan untuk melakukan 

rescheduling kepada seluruh nasabah yang telah mengalami pembiayaan 

bermasalah karna memang sesuai surat Al-Baqarah Ayat 280 yang dimana 

memerintahkan untuk memberi waktu kepada orang yang memiliki hutang 

sampai ia dapat melunasinya. 
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